
 
 

 
 

 
 
 

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA 
NOMOR  25  TAHUN  2010 

 
TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, 

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 

58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 

ditetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah berdasarkan 

Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (SAP); 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a 

diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959   

Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851);  

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 



5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun  2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 

2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 211; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4029); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4090); 



12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 

tentang Pinjaman Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4574); 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  55 Tahun 

2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  57 Tahun 

2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 139; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4577); 

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Barang Daerah Milik Negara dan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 



21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 35; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 11 Tahun 2008, 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor  11 Tahun 2008); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 

Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 

16 Tahun 2010); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006;  

25. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/079/BAKD 

Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Daerah;  

 
MEMUTUSKAN : 

   
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN  

  AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara; 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

 penyelenggara pemerintahan daerah; 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara; 

4. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, 

 pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterprestasian atas 

 hasilnya serta penyajian laporan; 

5. Standar Akuntansi Pemerintah, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip 

 akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

 pemerintah; 



6. Sistim Akuntansi Pemertintah Daerah adalah serangkaian prosedur manual 

 maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data pencatatan, 

 pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan daerah; 

7. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, 

 aturan-aturan dan praktik-praktik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan 

 dalam  penyusunan dan penyajian laporan keuangan; 

8. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atau satuan 

organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menurut 

peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan 

laporan keuangan; 

9. Entitas Akuntansi adalah SKPD Dinas, Badan, Kantor di lingkungan  Pemerintah 

 Kabupaten Kutai Kartanegara; 

 

Pasal 2 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah berupa penjelasan terdiri : 

(1) Pendahuluan; 

(2) Peranan Dan Tujuan Pelaporan Keuangan; 

(3) Entitas Pelaporan; 

(4) Dasar Hukum; 

(5) Asumsi Dasar; 

(6) Pengguna Laporan Keuangan Dan Kebutuhan Informasi; 

(7) Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan; 

(8) Kendala Informasi Akuntansi; 

(9) Prinsip-Prinsip Akuntansi; 

(10) Pengakuan Unsur Laporan Keuangan; 

(11) Pengukuran Unsur Laporan Keuangan 

(12) Unsur/Elemen Laporan Keuangan.  

 

Pasal  3 

Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana terlampir 

yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini; 

 
 
 
 

 
 

 



BAB  II 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal  4 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. 

      

 
      

     Ditetapkan di Tenggarong 
     pada tanggal   5  Nopember    2010 
      
     BUPATI KUTAI KARTANEGARA, 
 

                
 
 

 
      RITA WIDYASARI 

 
 
Diundangkan di Tenggarong 

pada tanggal  8 Nopember   2010 
 

            SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, 
  

 
 

 
 
DR.H.A.P.M. HARYANTO BACHROEL, MM 

             PEMBINA UTAMA MADYA   
             NIP. 19530921197810 1 001 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2010  
NOMOR  25    

 
 

TELAH DIKOREKSI OLEH 

NO  J A B A T A N PARAF 

1. DR.HAPM.HARYANTO BACHROEL, MM Sekretaris Daerah  

2. H.M. SYAMSIE JUHRI, S.Sos, MM Ass. Pemerintahan Umum dan Hukum  

3. ARIEF ANWAR, SH Kasubag Perundang-undangan  

4. ABDUL KADIR, SH Kasubag Perundang-undangan  

 

 


